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Menimbang : a.

BI'PATI TAPII|,

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daeratr, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan urusar
pemerintahan umum di Kabupaten,
dibentuk Fomm Koordinasi Pirnpinan
Daerah Kabupaten;

bahwa sehubungan dengan adarrya
perubahan penyebutan istilah Musyawarah
Pimpinan Daerah (Muspida) menjadi Fomm
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
sebagaimana dimaksud dalam hurlf a
diatas, maka Peraturan Bupati Tapin 06
Tahun 20 tO tentang Penyelenggaraan
Musyawaratr Pimpinan Daerah Kabupaten
Tapin, perlu dilalrukan penyesuaian dengan
melalui pen)rusunan Peraturan Bupati yang
banr;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
hunrf b, perlu menetapkan Perattrran
Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten Tapin;

b.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah [.aut, Daerah Ting[<at II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
N,egara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 14 Talrun 1985
tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 73, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316),
sebasaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2OO9 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a958);

Undang-Undang Nomor 2E Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2OO2
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a$81;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO2
tentang Pertahanan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahr.rn 2OO2
Nomor 3, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor al69l;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4
tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a4O\;
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3.
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9.

7.
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11.

L2.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO4
tentang Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2OO4 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa39);

Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2ALl
tentang Pembentukan Perattrran
Penrndang-undangan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambatran Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4
tentang Aparahrr Sipil Negara (Irembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9fl;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4
Nomor 244, Tarrbakran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagairnana telah diubalr dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang
Penrbahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 246, Tambatran
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol+
tentang Administrasi Pemerintalran
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
Lerrrbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56O1);

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daeratr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33731;

10.

et.



13. Perattrran Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (kmbaran Negara RePublik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor L4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintatr Nomor 79 Tahun
2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelen#aratn Pemerintah
Daerah firmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2OOT tentang Pembagjan Umsan
Pemerintahan antara Pemerintatr,
Pemerintahan Daeratr Provinsi dan
Pemerintahan Daerab Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7371;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tatrun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daeratr sebagaimana telatr
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2oll tentang Pembahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tatrun 20106 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I
Tatrun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daeratr;

Peraturan Daeratr Ifubupaten Tapin Nomor
04 Tahun 2OO8 tentang Urusan
Pemerintatran Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor
OS Tatrrrn 2OO8 tentang Pembentrrkan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana
telah diubah beberapa kafi terakhir,
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20.

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor Ol Tahun 2OL4 tentang Perubahan
Ketiga Atas Perahrran Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang
Pembentrrkan Organisasi dan Tata Kerja
Perarrgkat D aeratr Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
L2 Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peratrrran Bupati Tapin Nomor O2 Tahun
2OL4 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah di Lingkungart
Pemerintatr Kabupaten Tapin;

UEUUTUSIIAII :

Menetaplan : PERATI'RAIT BI'PATI TEIT.TAITG FORT'U
K(X)RDII|ASI PIUPIITAIT DAERAII I(ABI'PATEIT
TAPIII.

BAB I
NTIEITTUAil ITUT'I

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daeratr adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalatr Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urus€rn
pemerintahan yang menjadi kewenangan daeratr otonom.

3. Pemerintatran Daeratr adalah penyelenggaraan urusan
pemerintatran oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralqyat Daerah rnenurut asas otonomi dan ttrgas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnJra dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun
1945.

4. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut
Forkopimda adalah forum y{tg digunakan untuk membahas
penyelenggaxaan urusan pemerintahan umum.

5. Forkopimda adalatr Forkopimda Kabupaten Tapin.

6. Bupati adalah Bupati Tapin.

21.
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7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.

8. Ketua Dewan Pennrakilan Rakyz1 Daerah, yang selanjutnya
disingkat Ketua DPRD adalah Ketrra Dewan Perwakilan Rat<yat
Daerah Kabupaten Tapin.

9. Kepala Kepolisian Resort, yang sel,anjutnya disingkat l(apolres
adalah Kepala Kepolisian Resort Tapin.

1O. Komandan Distrik Militer lOlO, yang selanjutnya disingkat
Dandim adalah Komandan Distrik Militer 1O1O Rantau.

1 1. Kepda Kejalcsaan Negeri, y{tg selanjutnya disingkat Itujari
adalah Kepala Kejaksaan Negeri Rantau.

12. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Rantau.

13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.

14. Sekretariat Daeratr adalah Sekretariat Daerah l(abupaten Tapin.

15. Anggota Tidak Tetap Forkopimda adalatr Anggota Tidak Tetap
Forr.m Koordinasi Pimpinan di Daerah yang terdiri dari Wakil
Bupati, dan Ketua Pengadilan Negeri yaleg ikut serta dalam
pertemuan koordinasi pimpinan di daerah apabila diperlukan
oleh Bupati.

BAB II
IAKSI'D DAIT TT'.'T'Ail

Pasaf 2

Forkopimda merupakan suatu fon.m konsolidasi, konsultasi
dan koordinasi antar pimpinan instansi di daerah yang
membidangi pemerintahan, pertahanan, keamanan, ketertiban
masyarakat, legislatif dan yustisi.

Forkopimda ssfoagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mewujudkan dan memelihara situasi yang kondusif guna
mendukr,rng penyelenggaraan pemerintahan di daeratr
berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tatrun 1945, peraturan penrndang-undangan dalam
kerangka Negara Kesahran Republik Indonesia.

Pasal 3

IGgiatan Forkopimda adalah :

a. menghadiri undangan dari pejabat yang bennrenang;

b. melakukan koordinasi, integritas dan sinkronisasi
penyelenggara€m pemerintahan di daerah;

(1)

(2t
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c. melakukan pemantapan sistem dan tata caira penyelenggaraan
keb[iakan/program pemerintah dan pemerintah daerah dalam
pnguatan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan
stabilitas lokal, regional dan nasional;

d. melakukan penilaian atas intensitas dan eksensitas gangguan
ketentraman dan ketertiban rlrnum, keamanan dan ketertibart
masyarakat, serta ketatranan negan:a, menenhrkan langkah-
langkah pencegatran dan penanggulangannya; dan

e. menetapkan pola operasional penyelesaian permasalahan yang
timbul dengan berpedoman pada prinstp demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataarr, keadilan dan potensial serta
keanekaragaman daerah.

Pasal 4

Forkopimda dalam melaksanal<an fungsi tidak mengurangi tugas dan
wewenang masing-masing instansi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
TII|SI,R FIORI(OPIilI,A

Pasaf 5

(1) Anggota Forkopimda terdiri atas :

a. anggota tetap;

b. anggota tidak tetap, yang pengangkatanya atas kesepakatan
selunrh anggota tetap; dan

c. sekretaris Forkopimda.

(21 Anggota tetap Forkopimda sebagaimana dimdcsud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas :

a. Bupati;

b. Dandim;

c. Kapolres;

d. Kajari; dan

e. Ketua DPRD.

(3) Anggota tidak tetap Forkopimda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) humf b, terdiri atas :

a. Wakil Bupati; dan

b. Ketua Pengadilan Negeri.

ol



(4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (21 addah sebagai
Koordinator Forkopimda.

(5) Sekretaris Daerah karena Jabatannya bertindak sebagai
Sekretaris Forkopimda.

Fasal 6

Sekretaris Forkopimda sebagaimana dimaksud ddam Pasal 5 ayat
(5) mempunyai tugas :

a. membantu Bupati dalam mewujudkan kelancaran pertemuan
Forkopimda;

b. mempersiapkan agenda pertemuan dan menyediakan bahan-
bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan;

c. menJrusun dan menghimpun hasil pertemuan;

d. mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui
Sekretariat Forkopimda; dan

e. memantau tidak lanjut hasil pertemuan Forkopimda dan
melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasat 7

Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris Forkopimda, dibentulr
Sekretariat Forkopimda dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut:
a. koordinator terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejatrteraan Rakyat Sekretariat
Daerah; dan

2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

b. anggota terdiri dari :

1- Kepala Bagian Pemerintalran Sekretariat Daerah;

2. Kepala Bagran Hukum Sekretariat Daerah;

3. Kepal4 $agrein Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah;

4. Kepala Sub Bagran Tata Praja Bagran Pemerintahan
Sekretariat Daerah; dan

5. Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah.

(hl-



(1)

(21

(3)

(41

BAB IV
PEI"ATSAilAAil FORICOPMDA

Fasal t

Rapat-rapat yang diselenggarakan Forkopimda dipimpin oleh
Bupati.

Rapat Forkopimda diselenggarakan sekurang-kurangnya I
(satu) kali dalam sattr bulan atau sesuai kebuftrhan.

Rapat Forkopimda membahas masalah yang mempunyai bobot
dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara
stahilitas dan pembangunan daerah.

Rapat Forkopimda dilaksanakan dalam rangka membahas hal-
hal penting, mendesak rnenyangkut kepentingan publik,
Pemerintatr Daeratr dan/atau bencana alam/bencana sosial
yang dihadapi oleh masyarakat.

Rapat Forkopimda dapat berupa undangan pertemuan,
seminar, sosialisasi dan acara sejenisnya yang dilaksanakan
dalam rangka koordinasi, sinkronisasi kegiatan oleh Pemerintatt
Daeratr, Pemerintah Provinsi, Pernerirrtah hrsat dan instansi
vertikal.

Passl 9

(1) Unsur Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dan ayat (3) menghadiri setiap pertemuan Forkopimda.

(2) Apabila karena sesuatu hal tertenhr, Pejabat Forkopimda tidak
dapat menghadiri/mengikuti pertemuan, maka pejabat yang
bersangtcutan menugaskan/menunjuk pejabat lain pada
instansinya sebogaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pesel 1(}

(1) Rapat Forkopimda dilaksanakan dengan prinsip kebersamaar,r,
kesetaraan, demokratis dan kesepatraman serta saling
pengertian dengan mengedepankan musyawaratr antar sesama
anggota.

(21 Rapat Forkopimda dilaksanakan untuk menyelesaikan
permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah
dengan mengutarnakan kepentingan masyarakat, daeratr dan
nasional, menjunjung tinggi kehidupan demokrasi, hak az.asi
manusia darr hukum berdasarkan peraturan pemndang-
undangan.

(s)



(3) Hasil rapat Forkopimda secala operasional dilaksanakan oleh
instansi masing-masing sesr:ai dengan hrgas dan
tanggungiawabnya berdasarkan perattran perundang-
undangan.

Bupati melaporkan hasil rapat Forkopimda kepada Gubernur
Kalimantan Selatan.

Anggota Forkopimda melaporkan hasil rapat Forkopimda
kepada atasannya masing-masing.

BAB V

PEUBIAYAAil

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggErraan kegiatan Forkopimda dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Forkopimda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. birya penyelenggaraan rapat yang disiapkan oleh
Sekretariat;

b. biaya jasa rapat angota Forkopimda;

c. biaya perjalanan anggota Forkopimda yang mendampingr
Bupati ke Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Tapin;
dan

d. biaya perjalanan anggota Forkopimda ke luar daeratr sesuai
dengan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Bagran Pemerintatran Sekretariat Daerah.

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Forkopimda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteteFkan lebih lanjut
dengan Keputrrsan Bupati.

BA.B VI
IIETEITTT'AI5 PETII'TT'P

Pesal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2OLO tentang Penyelenggaraan
Musyawarah Pimpinan Daeratr l(abupaten Tapin (Berita Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2OLO Nomor O6), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

(4)

(s)

(1)
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Fesal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
31 Desember 2OL4

di Rantau
1 Desember 2Ol4

KABI'PATEII TAPIII,

BERITA DAERAH I(ABUPATEN TAPIN TAHUN 2OI4 NOMOR 36
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